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Abstrak

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena
setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai
corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai
dengan nilai-nilai budayayang hidup di masyarakat, terutamanilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan
hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal
memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara
hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain
memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup
dalam masyarakat sertamenggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasakeadilan
masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.

Kata Kunci: penegakan hukum, pidana

I.PENDAHULUAN

Padazaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi
panglimada am setigp urusan, atau dengan katalain masyarakat menghendaki adanyasupremas
hukum, jadi segal asesuatunyaharus berlandaskan padahukum. Adapun hukum yang dimaksud
adal ah baik aturan hukum yang tertulisdalam undang-undang, paraaparat penegak hukum dan
budayahukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, sertarasakeadilan masyarakat
Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunyaharus didukung oleh
kesigpan dari sumberdayamanusiabaik akademis (teoritis) dan praktis lebih-lebih dari aparat
penegak hukum yang propesiona jugamenjunjungtinggi etikadanmord.

Dewasaini bangsalndonesialagi mengaami keresahan terhadap banyaknyakasus-kasus
yang bermunculan baik itu kasus besar (kelas kakap) atau kasuskecil (kelasteri) atau yang
dikena dengantindak pidanayang sifatnyaluar biasa(extra ordinary crime) dantindak pidana
konvens onal. MisdnyakasusMbah Minah (55), wargaDarmakradenan, Ajibarang, Banyumeas,
seorang petani kede el yang mengambil 3 (tiga) biji kakao milik perkebunan PT. RSA dengan
niat untuk dibuat bibit, oleh petugas keamanan dilaporkan pada mana emen perkebunan.
Selanjutnyapi hak mang emen dil gporkan padapihak berwgjib untuk diprosesdi peradilan dengan
tuduhan mencuri dan dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana5 tahun penjara.
Hakim PN Purwokerto kemudian memvonis pidanapenjaraselamal bulan 15 hari dengan
masa percobaan 3 bulan. Dari putusan pengadilan tersebut membuat kesan di matamasyarakat
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seolah-olah tidak adil, bahkan “aneh” karena kenapa pada kasus-kasus “kecil”” segera diputus
dan dikenakan pidana, gpa lagi dilihat dari nilai bendayang diambil mbah minah hanyaseharga
Rp.2.100,- saja, sedangkan kasus-kasus yang “besar” tidak selesai-selesai bahkan terkadang
hilang atau tidak jelas (Black Box).

Katakunci dari kenapati mbulnyakeresahan masyarakat terhadap hukum, terutamaberkaitan
dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak memuaskan rasakeadilan masyarakat, hal ini
disebabkan bel um terwujudnyasi ssem hukum nasiond yang benar-benar sesual dengannilai-nila
budayalndonesaterutamaPancasila

Penegakan hukum pidanasdd u menjadi polemik karenagpabiladilihat unsur substantive
hukum dalam praktek peradilan yang dijadikan acuan adal ah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang masi h peninggalan jgjahan (Belanda), sedangkan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara (KUHAP) sudah merupakan *“karya agung” bangsa Indonesia yang juga masih
harusdirevisi dan tentunyaakan banyak menemukan kenda a, sebagaimanakasus-kasus pada
contoh di atas. Begitu juga halnya dengan unsur structural yang dalam hal ini parapenegak
hukum, mulai dari polisi sebagal penyidik, jaksasebagai penuntut umum dan hakim sebagai
pihak pemutus sertaaparat Pembinadi lembaga pemasyarakatan yang dilihat dari kualitasdan
kuantitasnyabelummemadai.

Demikianjugaha nyadengan budayahukum, baik budayahukum penegak hukum maupun
budaya hukum masyarakat juga belum mendukung untuk tegaknyahukum secaramaksmal,
apalagi munculnyabudaya-budayayang mendorong untuk terjadinyaperadilan sesat dan mafia
peradilan. Tulisan ini difokuskan padaperanan hakim dalam penegakan hukum pidana, ha ini
didasarkan padafungsi hakim sebagai pihak pemutus yang selalu menjadi pusat perhatian
masyarakat, atau dengan kata lain putusan hakim sebaga salah satu penentu masa depan
kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan pemikirandi atasmasaah ddamtulisan
ini adal ah Bagaimanakah peranan hakim daam penegakan hukum pidana?. Betulkah peranan
hakim dalam memutus perkara pidanadapat mewuj udkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum
sertamemenuhi rasakeadilan masyarakat?

[I.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif, dengan menggunakan data
sekunder yang diperoleh dengan carastudi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer yang
berupa Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok K ekuasaan
K ehakiman, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil penelitian
sebelumnya, sertabahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedi.

[11.PEMBAHASAN
Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adal ah proses dilakukannyaupayauntuk tegaknyaatau berfungsinya
norma-normahukum secaranyatasebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya,
penegakan hukum dapat dilakukan ol eh subyek yang luas dan dapat puladiartikan sebagal upaya
untuk melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sgja yang
menjdankan aturan normeatif atau mel akukan sesuatu dengan mendasarkan diri padanormaaturan
hukum yang berlaku, berarti diamenjd ankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,
dari segi subyeknyaitu, penegakan hukum hanyadiartikan sebagai upayaaparatur penegakan
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hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknyahukum itu, gpabiladiperl ukan, aparatur
penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan dayapaksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat jugaditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi
hukumnya. Daam hd ini, pengertiannyajugamencakup maknayang luasdan sempit. Dalam arti
luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai keedilanyang terkandung di dalam aturan formal maupun
nilai-nilai keadilanyang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukumitu
hanyamenyangkut penegakan peraturan yang formal dantertulissga. Karenaitu, penerjemahan
istilah “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan “penegakan
hukum” dalam arti luas serta dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti
sempit. Perbedaan antaraformalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan
yang dikandungnyaini jugatimbul dalam bahasainggrissendiri dengan dikembangkannyaistilah
“theruleof law atau dalam istilah “theruleof law and not of aman” versus istilah ““the rule by
law”” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule of law” terkandung
maknapemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal, mel ankan mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah “theruleof just
law’”. Sedangkan dalam istilah “the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa padahakikatnyapemerintahan suatu Negarahukum modern itu dil akukan oleh hukum,
bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *“the rule by law” yang dimaksudkan sebagai
pemerintahan ol eh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai a at kekuasaan bel aka.

Dari uraian di atasjelaskiranyabahwayang dimaksud dengan penegakan hukumitu
kurang | ebih merupakan upayayang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil
yang sempit maupun daam arti materil yang luas, sebagal pedoman perilaku dalam setigp perbuatan
hukum, baik oleh parasubyek hukum yang bersangkutan maupun ol eh aparatur penegak hukum
yang resmi diberi tugas dan wewenang ol eh undang-undang untuk menjamin berfungsinyanorma:
normahkum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya masalah
penegakan hukum suatu tinjauan sos ol ogis, bahwapenegakan hukum adal ah suatu proses untuk
mewuj udkan kel nginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-
keinginan hukumdi sini tidak lain adal ah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang
dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut beliau penegakan hukum pada
dasarnyasudah dimula pada saat pembuatan undang-undang, karenabilaterjadi kekeliruan dari
pembuat undang-undang tentunyaakan berdanpak pada penerapan hukumnyadal am peraktek
atau dalam kenyataannya padamasyarakat (Sunarto DM, 2009).

Pekerjaan hakim bukan hanyateknis UU, tetapi jugamakhluk sosial, oleh karenaitu
pekerjaan hakim sungguh muliakarenaiabukan hanyamemeras otak, tetapi juganuraninya
(Satjipto Rahardjo, 2008). Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian
masyarakat, akan selalu menanyakan “apakah peran yang bisa saya berikan pada masa reformasi
ini?” apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian ia akan menolak
biladikatakan bahwapekerjaannyaitu hanyamenggaUU. Hakim progresif akan sddumel etakkan
telingake degup jantung rakyatnya (Satjipto Rahardjo, 2008).

Pendapat di atas sejalan dengan tahapan penegakan hukumdari BardaNawawi Arief,
bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a Tahap pembuatan undang-undang (tahap formulas);
b. Tahap penergpan undang-undang (tahap aplikas);
C. Tahap pel aksanaan undang-undang (tahap eksekusi).
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Apabilapenegakan hukumini dihubungkan dengan peranan hakim, makaperanan hakim
akan nampak padatahap ke-2 dan ke-3 dari penegakan hukum tersebut yaitu tahap aplikas
(penergpan) dan eksekusi (pelaksanaan).

K ebebasan Hakim yang didasarkan padakemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia
dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya
diimplementas kan daam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok K ekuasaan
K ehakiman, sebaga manadi ubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 0. Undang-Undang
No. 4 tahun 2004. Independens diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala
kekuasaan negaralannyadan kebebasan dari paksaan, direktivaatau rekomendas yang datang
dari pihak-pihak extrajudisid, kecudi ddam ha-ha yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian
jugameliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruhinterna judisil di dalam menjatuhkan putusan
(PaulusE. Lotulung, 2003).

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
K ekuasan K ehakiman yang dapat mengganggu indevendensi badan-badan pengadilan, yaitu
Peasdl 11 yang menentukan secaraorgani satoris, administrativedanfinancid badan-badan peradilan
berada di bawah Departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan dilain pihak Pasa 10
menentukan bahwa peradilan tertinggi adal ah Mahkamah Agung yang mel akukan pengawasan
maupun kasas dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut.

Dengan perkataan lain, adadualisme pembinaan hakim, yaitu pembinaan teknisoleh
M ahkamah A gung dan pembinaan admini drative ol eh Departemen (eksekutif) yang bersangkutan,
keadaan inilah yang di sebut dengan adanyas ssem duaatap dal am badan-badan peradilan, yang
akan segeradiakhiri dengan penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang
No. 4 tahun 2004 yang merupakan implementas dari K etetapan MPR Nomor X tahun 1998
yang berkaitan dengan pemisahan yang tegas antarafungs judikatif dan eksekutif.

Sehinggadengan demikian sudah tidak akan adalagi duaismedalam pembinaan badan-
badan peradilan, melainkan akan menjadi satu pembinaan di bawah kewenangan Mahkamah
Agung, baik meliputi pembinaan teknismaupun administrative, organisatorisdanfinansid.

Independens kekuasaan kehakiman atau badan-badan kehakimar/peradilan merupakan

‘ - Ruleof Law
sebagal mana pem| k| ran mengena| Negara Hukum modern yang pernah dicetuskan dalam
konferensi International Commission of Jurists di Bangkok padatahun 1965.
Padakonprens tersebut dikatakan ada6 (enam) syarat dasar untuk tersd enggaranyapemerintah
yang demokratisdi bawah Ruleof Law, yaitu:

Perlindungankongtitusond,;

Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan memihak;

Pemilihan umum yang bebas,

K ebebasan menyatakan pendapat;

K ebebasan berserikat/berorganisas dan beroposisi;

Pendidikan kewarganegaraan.

Dari syarat tersebut jelasbahwaindevendens kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar

yang pokok.

Daam menja ankan tugasnyasebaga hakim, untuk menjagaindevendens nyahakim masih perlu

dilengkapi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya, oleh karenanya

kebebasan hakim sebagal penegak hukum harudah dikaitkan dengan (PaulusE. Lotulung, 2003):
a.  Akuntabilitas;

ok wWNE
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Integritasmoral dan etika;
Trangparans
Pengawasan (control)
Profesionalismedanimpartiditas.
Begitujugasebdiknyaindevendens kekuasaan kehakiman itu perlu mengandung makna
perlindungan bagi hakim sebagai penegak hokum untuk bebasdari pengaruh-pengaruh dan
direktivayang dapat berasal dari antaralain:

a. Lembagalembagadi luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupunlegidative,
danlain-lain;

Lembaga-lembagainternal di dalam jgjaran kekuasaan kehakiman sendiri;

Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara;

Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupuninternasiond;

Pengaruh-pengaruh yang bersifat “trial by the press”.

Biasanya perlindungan yang dimaksud dalam hubungannyadengan larangan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ““contempt of court™ atau pel ecehan/penghinaan
terhadap peradilan. Tetapi berbedada am praktek hakim sebagai pihak pemutus perkara, sangat
tergantung pada/terikat padaapayang didakwakan jaksasebagal penuntut umum, dengan kata
lain hakimtidak boleh menjatuhkan pidanadi luar dakwaan penuntut umum. Selain dakwaan
jaksa, hakim jugasangat terikat dengan asas|egalitas sebagai manaketentuan Pasal 1 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwatiadasuatu perbuatan dapat
dipidanakecuai apabilatel ah diatur daam undang-undang.

Padapandangan hukum yang progresif hakim sebagal penegak hukum yangindependen
tidak hanyabertugas semata-matasebagal corong undang-undang, tetapi hakim punyakebebasan
untuk mencari, menggai dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana
yang diisyaratkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok
K ekuasaan K ehakiman.

Demikian jugahdnyadaam Pasa 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersebut
menyatakan: Peradilan Negaramenerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila”, begitu juga dalam Pasal 4 (1) menyatakan, bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim
mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan
hakim, jadi tidak sekedar berfungs sebagal mulut/corong undang-undang yang slamini dijadikan
suatu paradigma padapandangan hukum yang positivistis.

©oae o

©oae o

Per anan Hakim dalam M emutusPer kar a Pidanayang Dapat Memenuhi RasaK eadilan
Masyar akat

Hakim ada ah sal ah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sstemdaam
sistem peradilan pidana Hakim mempunyal tugasyang sangat muliaddam ha menentukan nasib/
warnahukum dimatamasyarakat ketikadilihat dari tugas dan wewenangnyasebagi pihak pemutus
perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannyaakan
dinila oleh masyarakat gpakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunyadaam menjdankan
tugasnyahakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut
L.M. Friedmanterdiri dari 3 (tiga) unsur (Three elementsof legal system), yaitu ““structure”,
“substance”, “legal culture ketigaunsur ini akan dijabarkan sesual dengan kondisi sosial
Indonesia
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Pertama, struktur, adal ah kerangkabagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi
semacam bentuk dan batasan terhadap kesel uruhan. Jikakonseps Friedmen di atasdigunakan
untuk menjel askan keadaan struktur hukum di Indonesia, makalangkah pertamayang harus
dilakukan add ah memahami kompleksitasbirokras penegakan hokum, dan mengeva uas apakah
birokras penegakan hukum yang tel ah disusun dan beropraional selamaini benar-benar dapat
bergerak secaraefektif dan efisien untuk mencapal tujuan penegakan hukum. Persod anlembaga
penegak hukum di Indonesiabel um adakesatuan pandang (vis dan perseps yang sama) dalam
menghadapi masal ah kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan
dengan konsepsinyasendiri-sendiri, debagai contoh beberapakasus besar antaraK PK dengan
lembagaK epolisian RI (Cicak vs Buaya) yang sama-samaingin menegakkan hukum, konflik
kewenangan bol eh atau tidak BPK mengaudit Mahkamah Agung. M ahkamah Agung dengan
Komis Yudisid, kemudian antaraMahkamahAgung dengan Mahkamah Kongtitus . Dari beberapa
contoh di atas, aspek kelembagaan yang begitu besar dan kompl eksnyamasal ah yang dihadapi,
merupakan contoh prilaku hokum dari penegak hokum yang tidak baik, atau meminjam ucapan
Prof. Satjipto rahardjo, S.H., merupakan caraberhukum yang tidak baik. K eadaan demikian
jugasangat berpengaruh padakinerjahakim yang merupakan bagian dari penegak hukum.

K edua, substans hukum adal ah aturan, norma, dan pola perilaku nyatamanusiayang
beradadalam sistem itu, Substans jugaberarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang
beradadalam systemitu. Mencakup keputusan yang merekakel uarkan, aturan baru yang mereka
susun, substans jugamencakup living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan
hanyaaturan yang tertulisdalam Kitab Undang-Undang.

Aturan hukum sebagal dat untuk menanggulangi kejahatan perumusannyaharusmengikuti
kaidah yangbaik, aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi gpabilaperumusan undang-
undangnyatidak baik, hal ini justru akan berakibat sebagai faktor kriminogen atau penyebab
timbul nyake ahatan. K elemahan dari unsur substance dapet terjadi padasaat pembuatan undang-
undang yaitu padatahgpformulas (kebijakanlegidative). Kebijakanini sangat sentrd dandrategis,
karenakehijakan ini menga okas kan kekuasaan Negara(me dui gparatur hukum) dalam bentuk
auran-aturan hukum. Hal ini berarti bahwakebijakan legid aivemenghasi|kan perumusan undang-
undang yangtidak baik, makadisinilahtitik awva terjadinyakegagd an dalam upayapenanggulangan
ke ahatan, bahkan akan memberikan kontribus terhadap peningkatan kej ahatan.

Di samping kegagd an ddam perumusan undang-undang dapat jugaterjadi sutau peraturan
perundang-undangan substansi nya saling bertentangan baik secarahorizontal atau vertical,
terjadinyahd demikiankarenapadatahapini terdapat distors kepentingan baik idiologi, politik,
ekonomi dan masalah social . Kemudian apabiladilihat siap-siapape aku pembuat kebijakan
tersebut ada ah mereka(legidator) yang terdiri dari kumpulan orang-orang partai politik dengan
latarbel akang pendi dikan yang terbatas pemahamannyatentang legal drafting dan tentang asas-
asas hokum dan masyarakat, | ebih-lebih hubungannyadengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan tehnologi. K eadaan demikian jugamempengaruhi kebijakan hakim dalam mengambil putusan,
oleh karenanyahakim dituntut untuk |ebih meningkatkan kemampuannyaterutamadibidangilmu
pengetahuan hukum dan teknol ogi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum
masyarakat |okal, nasiona danglobal.

Ketiga, legal culture (budayahukum), ketepurukan hukum di Indonesiatidak semata-
matakesal ahan dari pembentuk undang-undang, seolah-olah krisishokum yang terjadi semata-
matakarenaburuknyakuditas perundang-undangan, lebih-Iebih gpabiladilihat dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih merupakan
peningga an warisan zaman jgahan (Belanda). Untuk itu perlu pengamatan yang menyel uruh atau
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meminjamistilahYusiiadi. Dam melihat masa ah hukum harus secarakomperhensif, utuh tidak
fargd. Untuk menjeaskankondis terssbut menggunakan pendekatan s stem hukum yang terbuka,
karenasystem hukum yang sesungguhnyatidak kebal terhadap pengaruh lingkungannyaatau
faktor ekstrayuridisterumamenyangkut budayahukum.

Pada negarayang sedang berkembang seperti Indonesiabudaya hukum masyarakat
maupun budaya hukum penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam pembuatan
hukum, penegakan hukum dan pel aksanaan hukum. Tanpa budayahukum yang baik, sebaik-
baiknyalembagahukum dan substans hukum ni scaya penegakan hukum tidak berjaan dengan
efektif. Karenabudaya hukum melekat padasiapa sgja, baik penyel enggaranegara, penegak
hukum, penerap hukum dan masyarakat |uas. Karena hakim merupakan bagian dari penegak
hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikanrasa
keadilan masyarakat tentunyabudayahukum hakim dalam berhukum pun harusdireformas
disesuaikan dengan fungsi dan peranannyasebagal penentu supremas hukum.

Berdasarkan ketigaunsur sistem hukum di atas, makaj e asbahwaperanan hakim dalam
penegakan hukum pidana sangat penting, bahkan sebagai penentu terhadap keberhasilan
penegakan hukum di matamasyarakat, oleh karenanyahakim dituntut untuk mampu memberikan
putusan yang sesua dengan nilai-nilal keadilan masyarakat.

IV.PENUTUP

Berdasarkan uraian padapembahasan di atas, makadapat dis mpulkan bahwa: Peranan
hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwahakim sebagai pihak pemutus perkarasangat
berperan sebagal penentu masadepan hukum, karenasetiap putusan hakim akan menjadi pusat
perhatian masyarakat, oleh karenanyahakimtidak hanyaberperan sebaga corong undang-undang,
tetapi hakim jugaberperan sebaga penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai
budayayang hidup di masyarakat terutamanila-nila Pancasila.

Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasakeadilan
masyarakat, ddam ha memutussuatu perkarahakim mempunyal kebebasan, hd ini sesua dengan
sdah satu unsur negarahukum yang menyatakan, bahwaadanya peradil an yang bebas dan tidak
memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-
undang jugamenggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasakeadilan
masyarakat, hd ini sgdan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.
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